BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016

Menimbang

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa barang milik daerah sebagai kekayaan daerah
harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk
sebesar-besar kemakmuran masyarakat sebagai
perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia dan tujuan negara untuk memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan
pertumbuhan perekonomian, perlu dilakukan penerapan
kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan
menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi
dan akuntabel secara nyata dan bertanggung jawab;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah
Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah
sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 8);

Dengan Persectujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan
BUPATI PEMALANG




Menetapkan

S

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pemalang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengguna  Barang  adalah pejabat  pemegang
kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang selanjutnya
disingkat Pembantu Pengelola Barang adalah pengurus
barang yang membantu dalam penyiapan administrasi
maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah
pada Pengelola Barang.

Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Penyimpan Barang adalah pegawai yang
diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan
mengeluarkan barang.

Pengurus Barang Milik Daerah vyang selanjutnya
disebut Pengurus Barang adalah pejabat dan/atau
jabatan fungsional umum yang diserahi tugas
mengurus barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa
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Barang Milik Daerah pada saat tertentu.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan
untuk merumuskan rincian kebutuhan = pada
perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan
pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik
Daerah yang dituangkan dalam anggaran.

Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk
merumuskan penentuan kebutuhan Barang Milik
Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang
tersedia.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan/atau
pemeliharaan barang Daerah.

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan
pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang
persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan
lainnya.

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/
mengirimkan barang dari gudang atau tempat lain
yang ditunjuk ke perangkat daerah/unit kerja
pemakai. :

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang
dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna.

Pengamanan adalah  kegiatan atau  tindakan
pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam
bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan
tindakan upaya hukum.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi lembaga/satuan kerja perangkat
daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan.
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Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima
imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola
Barang Pengguna Barang.

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan
Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik
Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja
sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk
kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang
Milik  Negara/Daerah  yang  dilakukan  antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah  Daerah, atau antara  Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.
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Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah
kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Penyertaan = Modal Pemerintah  Daerah  adalah
pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham/aset
neto/kekayaan bersih milik Daerah pada badan usaha
milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
Daerah.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang
Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
Barang Milik Daerah.

Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat
data barang yang digunakan oleh masing-masing
Pengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data barang yang dimiliki oleh masing masing
Kuasa Pengguna Barang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau  perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah,
dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Buku Persediaan adalah catatan yang harus diisi oleh
petugas setiap terjadi perubahan item dan jumlah
persediaan baik disebabkan oleh aktifitas penambahan
maupun pengurangan persediaan.
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Laporan Persediaan adalah catatan yang menunjukkan
hasil Inventarisasi item dan jumlah persediaan yang
diterbitkan secara berkala sebagai hasil pengecekan
silang antara buku persediaan dengan item dan jumlah
senyatanya.

Sistem Akuntansi Persediaan adalah cara pencatatan
mutasi tiap item dan jumlah persediaan yang disimpan
di gudang dengan memperhatikan penerimaan dan
pengeluaran jumlah dan item persediaan, waktu
penerimaan dan pengeluaran, serta pihak pengirim
maupun penerima secara tepat dan akurat.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang
selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen
perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMD adalah
dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan
Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik
Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan
Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola
keuangan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening yang
menampung seluruh Uang Pemerintah Kabupaten
Pemalang.

Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:




Pasal 16

Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan
oleh Pengguna Barang kepada Bupati,

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah
dan/atau di atas permukaan tanah.

Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari
Pengelola Barang.

Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah,

meliputi:

a. badan usaha milik negara/Daerah;

b. perorangan,;

C. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan
pemerintah; dan/atau

d. badan usaha lainnya.

Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,
meliputi:

a. persatuan/perhimpunan pegawai ASN/Tentara
Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. persatuan/perhimpunan  istri  pegawai  ASN
Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
Republik Indonesia; atau

c. unit penunjang kegiatan lainnya.

Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf d, antara lain:

persekutuan perdata;

persekutuan firma;

persekutuan komanditer;

perseroan terbatas;

lembaga/organisasi internasional/asing;

yayasan,; atau

@™o Qo0 o

koperasi.
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Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada

Pihak Lain, dengan persetujuan:

a. Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada
pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai
dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;

b. dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang
memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan
penyewa,;

c. penyewa menyampaikan informasi tertulis atas
pelaksanaan penerusan Sewa;

d. pemilihan pihak penerima penerusan Sewa
dilakukan oleh penyewa; dan

e. pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat
melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah
kepada Pihak Lainnya. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerusan Sewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam
Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(4)

Pasal 17

Barang Milik Daerah yang disewakan, tidak merubah
status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1
(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak
ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Penyewaan Barang Milik Daerah dituangkan dalam

perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa

dengan:

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah
yang berada pada Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
paling sedikit memuat:

a. dasar perjanjian;

b. pihak yang terikat dalam perjanjian,;
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c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan
jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional
dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;

e. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis
kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan
penyewa,;

f. hak dan kewajiban para pihak; dan

g. hal lain yang dianggap perlu.

Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan di kertas
bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perjanjian Sewa untuk penyediaan infrastruktur
dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak diterbitkannya persetujuan Sewa.

Dalam hal perjanjian Sewa belum ditandatangani
sampai berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Sewa batal demi hukum.

Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan
perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 18

Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat
lebih dari S5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun;
atau

c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam
rangka kerja sama infrastruktur, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh)
tahun dan dapat diperpanjang.

Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk
kegiatan dengan karakteristik  usaha  yang
memerlukan lebih dari S (lima) tahun sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang

ditentukan lain dalam Undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan:

a. mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur
dalam Undang-Undang; atau

b. paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka
waktu tidak diatur dalam Undang-Undang dan
dapat diperpanjang.

Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh
Bupati.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 19

Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh

Bupati:

a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan; dan

b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan.

Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan besaran nilai nominal Sewa Barang Milik
Daerah yang ditentukan.

Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf
a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha
yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian
dari masing-masing jenis infrastruktur.

Mempertimbangkan nilai keekonomian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), antara lain dengan
mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar
(ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan
membayar (willingness to pay) masyarakat.

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C, dan Pasal
19D sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 19A

Besaran Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil
perkalian dari:

a. tarif pokok Sewa; dan

b. faktor penyesuai Sewa.

Pasal 19B

(1) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19A huruf a berupa tanah dan/atau
bangunan merupakan nilai wajar atas Sewa dari hasil
Penilaian oleh Penilai.

(2) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19A huruf a berupa selain tanah
dan/atau bangunan dilakukan tim yang ditetapkan
oleh Bupati atau menggunakan Penilai.

Pasal 19C

Faktor Penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19A huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- Pasal 19D

(1) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan
penerimaan Daerah dan seluruhnya disetorkan ke
Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus
secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian
Sewa Barang Milik Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), penyetoran uang Sewa Barang Milik
Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan
persetujuan Pengelola Barang atas:

a. Sewa untuk kerja sama penyediaan infastruktur;
dan/atau

b. Sewa wuntuk Barang Milik Daerah dengan
karakteristik/sifat khusus.

7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 22 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan
antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau
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antar Pemerintah Daerah atau antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Desa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan tidak
merubah status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Objek Pinjam Pakai meliputi Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Daerah
paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan Pinjam Pakai dilakukan berdasarkan

surat perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

c. identitas para pihak yang terkait dalam
perjanjian;

d. jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan
dan jangka waktu;

e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional
dan  pemeliharaan selama  jangka  waktu
peminjaman;

f. hak dan kewajiban para pihak; dan

g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 24

Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati,
untuk Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati,
untuk Barang Milik Daerah yang berada pada
Pengguna Baran%.

Pihak yang dapat rﬁenjadi mitra KSP Barang Milik
Daerah meliputi:

a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik Daerah;

c. badan usaha milik desa; dan/atau

d. swasta, selain perorangan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40

berbunyi sebagai berikut:
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Ay

Pasal 40

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan
Barang Milik Daerah yang berada  dalam
penguasaannya.

Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengamanan fisik;

b. pengamanan administrasi; dan

c. pengamanan hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 48

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau
Pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. Penilai Pemerintah; atau

b. Penilai Publik.

Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Penilai selain Penilai Pemerintah
yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi
anggota Asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.

Penilaian Barang Milik Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
diperoleh dari hasil Penilaian menjadi tanggung jawab
Penilai.

Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan estimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal Penilaian.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 49

Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan dalam  rangka  Pemanfaatan  atau
Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang
ditetapkan oleh Bupati atau menggunakan Penilai.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
panitia penaksir harga yang unsurnya terdirl dari
SKPD /Unit Kerja terkait.

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Penilaian Barang Milik Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk
mendapatkan:

a. nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, untuk Penilaian yang
dilakukan Penilai; atau

b. nilai taksiran, untuk Penilaian yang dilakukan tim
yang ditetapkan oleh Bupati.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

@)

Pasal 63

Hibah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan
yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk
dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumecn
Penganggaran.

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadaannya untuk
dihibahkan; dan

b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
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(4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan
dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bupati.

Pasal II

1. Seluruh dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah yang
telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
masa berlaku dokumen dimaksud.

2. Seluruh produk hukum Daerah yang mengatur mengenai
pengelolaan Barang Milik Daerah dan telah berlaku
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

4. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 8 Oktober 2026

Plt. BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
NURKHOLES
Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
BAGUS SUTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan implikasi penting
terhadap kinerja perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi sumber
daya yang dimiliki disatu sisi, dan pada sisi lain dapat memberikan ruang
gerak bagi semua pihak untuk ikut dalam proses pembangunan, sehingga
perwujudan kesejahteraan dan pelayanan publik dapat dirasakan
sepenuhnya oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
‘Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan
suatu tatanan pemerintahan yang berlandaskan pada good governance.

Pemerintah Daerah sesuai dengan komitmennya, bertekad menjadi
yang terdepan dalam penerapan otonomi daerah, tentu saja harus
bertindak sesuai landasan hukum yang jelas pada semua aspek
pengelolaan pemerintahan, sehingga sangat tepat jika pengelolaan barang
milik daerah diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Barang daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh
melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau
dari pemberian perlu dikelola sesuai dengan fungsinya dalam suatu
mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel
berdasarkan suatu legalitas dan kepastian atas hak Daerah dalam suatu
pengaturan pengelolaan.

Aspek legalitas Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dituangkan
dalam sebuah Peraturan Daerah untuk menjadi syarat mutlak dipedomani
oleh semua Perangkat Daerah, bahkan secara luas pada masyarakat, jelas
sangat diperlukan menganut prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi
dan akuntabel akan dapat diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Selain itu, aspek legalitas yang dimaksudkan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi
dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah sekaligus menjadi dasar di
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dalam melakukan koordinasi dan pengendalian untuk pemanfaatan dan
pengamanannya. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan
dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga
dapat dioptimalkan seluruh potensi Barang Milik Daerah pada berbagai
bentuk dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 18
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19A
Cukup jelas.

Pasal 19B
Cukup jelas.

Pasal 19C
Cukup jelas.

Pasal 19D
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kerja sama infrastruktur
adalah penyediaan infrastruktur sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan "Sewa untuk Barang Milik
Daerah dengan karakteristik/ sifat khusus"
antara lain Sewa Barang Milik Daerah yang nilai
sewanya baru dapat ditentukan = setelah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut

berjalan.
Angka 7
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 24
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Pengamanan
administrasi" antara lain melakukan
pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak
hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula
dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta
Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik
Daerah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara
lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik
Daerah atas tanah kosong yang belum/akan
dimanfaatkan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum"
antara lain melaksanakan penanganan perkara
secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam
hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penilai Pemerintah”
adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

pemerintah yang diberi tugas, wcwenang, dan
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tanggung jawab untuk melakukan Penilaian,
termasuk atas hasil penilaiannya secara
independen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah estimasi
harga yang akan diterima dari penjualan aset atau
dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara
pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
Nilai wajar yang diperoleh dari hasil Penilaian menjadi
tanggung jawab Penilai.
Yang dimaksud dengan ‘"ketentuan = peraturan
perundang-undangan" diantaranya ketentuan yang
mengatur mengenai standar Penilaian.

Angka 11

Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen penganggaran”
antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah
Daerah, Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Operasional
Kegiatan, atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
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